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Negara kepualauan kita tercinta Indonesia sangat dikenal karena budayanya yang 
penuh kegotong royongan, sikap perilaku ramah dan  saling memaafkan jika terjadi 
kesalahan ataupun tidak terjadi kesalahan merupakan sesuatu yang menarik di masa 
kekinian dimana teknologi informasi yang semakin maju, kebiasan saling memaafkan 
merupakan tradisi bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita dan ini diakui dunia. 
Dalam pergaulan antar masyarakat kita acapkali problema diselesaikan dengan cara 
kekeluargaan dan cara hokum termasuk ketika terjadi tindak pidana pada pasyarakat 
kita, yang dilakukan seseorang kepada pihak yang lain dalam suatu komunitas atau pun 
terhadap komunitas lain. Yang terjadi justru Penegak Hukum tetap memajukan 
perkaranya ke Meja Hijau ( persidangan pidana) untuk mendapatkan kepastian hukum. 
Hukum Pidana dalam perkembangannya mulai banyak menuai kritik karena dinilai 
sangat kaku dalam penerapannya dan terkadang kurang menyentuh sisi-sisi keadilan 
yang ada di tengah masyarakat.Salah satu kritik yang mengemuka adalah penerapan 
hukum pidana yang mengedepankan sisi formalitas yang cenderung represif serta 
kurang mengapresiasi posisi korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga terkesan 
hukum pidana yang diberlakukan hanya sebagai alat pembalasan belaka. Diperlukan 
suatu pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada kepentingan semua pihak 
(pelaku, korban, masyarakat) sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai 
melalui kesepakatan perdamaian yang menguntungkan bagi korban maupun pelaku 
kejahatan. 
Kata Kunci : Mediasi Penal, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana 
 
ABSTRACT 
Our beloved country of beloved Indonesia is known for its rich culture of mutual 
cooperation, friendly behavior and forgiveness in case of mistakes or not mistakes is 
something interesting in this day and age, where information technology has advanced, 
the forgiveness of others is a tradition of Indonesia since grandmother our ancestors 
and that is the world recognized. In the intermunicipal community, we often solve 
problems in a family and legal manner, even though there is an offense in our society 
committed by someone to another party in a community or to another community. 
Problems arise when the positive law is not developed in accordance with the norms / 
law in the community. Positive law does not want peace agreements, then their case 
will be stopped by the law enforcement agencies (either police, prosecutor or the 
judiciary) with the matter. The prosecution is happening, is still to get his case to the 
green table (criminal process) advancing legal certainty. The criminal law in its 
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development began criticism a lot, because it is viewed in its application very rigid and 
sometimes does not touch the pages of justice, which raised in the middle of criticisms 
masyarakat.Salah will apply the criminal law, which tends to formalities emphasizes 
repressive and less to appreciate the position of the victim and only as a mere means of 
retribution criminals gave the impression of criminal law. It takes a criminal reform law 
aimed at the interests of all concerned (the perpetrators, the victim, the community), so 
that justice and legal certainty can be achieved through a peace agreement that is 
favorable to both the victim and the offender. 
 




Budaya saling memaafkan 
merupakan tradisi bangsa Indonesia 
sejak nenek moyang kita. Seringkali 
persoalan-persoalan yang terjadi apakah 
permasalahan norma, permasalahan 
sosial juga masalah hukum dapat 
dengan baik diselesaikan dengan 
perdamaian (kesepakatan damai) antara 
pihak-pihak yang bersengketa, antar 
pihak yang mempunyai masalah pidana. 
Persoalan kemudian timbul jika hukum 
positif tidak selaras dengan norma / 
hukum yang berkembang di masyarakat. 
Hukum positif belum menghendaki 
adanya kesepakatan damai (perjanjian 
perdamaian) atara kedua pihak atau 
lebih yang bersengketa pidana atau yang 
mempunyai problem pidana kemudian 
menjadi berhenti perkaranya oleh 
Penegak Hukum (baik Kepolisian, 
Kejaksaan ataupun Peradilan) yang 
menangani perkara. Yang terjadi justru 
Penegak Hukum tetap memajukan 
perkaranya ke Meja Hijau ( persidangan 
pidana) untuk mendapatkan kepastian 
hukum. Padahal penyelesaian hukum 
dengan cara perdamaian justru telah 
mendapatkan kenyamanan dan 
ketenangan karena tidak adanya unsur 
dendam dan unsur ketidakpuasan akan 
putusan hakim terhadap permasalahan 
hukum pemidanaan akan hukum itu 
sendiri. 
Kebijakan lembaga Yudikatif 
tertinggi dalam hal ini MA (Mahkamah 
Agung) ketika berbicara tentang 
kewajiban damai dalam perkara perdata 
sebagaimana tertuang dalam SEMA 
(Surat Edaran Mahkamah Agung) 
merupakan pemikiran yang signifikan 
dalam menekan perkara untuk tidak 
berlangsung lama  dalam proses 
persidangan sampai pada tingkatan 
upaya hukum pada proses peradilan 
selanjutnya upaya hokum kasasi atau 
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Peninjauan Kembali. Tentu hal yang 
sama hendaknya juga dapat diterapkan 
juga dalam perkara pidana, walaupun 
belum semua perkara pidana yang 
mungkin belum dapat diterapkan dengan 
sistem damai dapat menyelesaikan 
perkara yang dihadapi tetapi dalam 
konteks penyelesaian perkara yang cepat 
maka perkara yang tingkat 
pembuktiannya tidak terlalu sulit 
misalnya kecelakaan lalu lintas 
hendaknya dapat diterapkan perdamaian 
antara korban dan terduga/ tersangka 
jika bukan diakibatkan karena 
kesengajaan maka hendaknya dapat 
diselesaikan dengan perdamaian. Artinya 
perkara tidak diajukan ke meja 
pengadilan yang berujung dengan 
putusan pemidanaan yang dikenakan 
terhadap Terdakwa. Padahal sudah ada 
perdamaian. Contoh Kasus di Kabupaten 
Kepahiang Bengkulu adanya kecelakaan 
lalu lintas kemudian telah terjadi 
perdamaian antara penabrak dan 
tertabrak tetapi pihak Penegak Hukum 
dalam hal ini Kepolisian tetap 
mengajukan ke Kejaksaan. Ironisnya 
Kejaksaan menerima berkas perkara dan 
tetap mengajukan ke Pengadilan 
walupun pihak keluarga tertabrak 
berupaya tidak dilakukan proses hukum. 
Alasan Kepolisian adalah demi keadilan 
maka perkara harus dinaikkan walaupun 
ada perdamain padahal keadilan adalah 
untuk korban dan untuk pelaku. Dengan 
adanya perdamaian berarti telah ada 
putusan antara keduanya. Alasan untuk 
masyarakat tentu tidak dapat dijadikan 
pembenar untuk tetap dinaikkan perkara 
yang menjauhkan unsur kesengajaan. 
Tentu niat baik pelaku tindak pidana 
harus bersamaan dengan niat korban 
dalam melakukan kesepakatan damai 
demi untuk mengakhiri permasalahan 
diantara mereka. 
Fakta yang terjadi di lapangan 
dalam penegakan hukum perkara pidana 
di Indonesia terkhusus di Propinsi 
Bengkulu, adanya perdamaian dalam 
perkara pidana hanya sebagai 
memperingan hukuman ketika perkara 
pidana tersebut sudah bergulir ke 
Pengadilan. Jika perkara tersebut di 
Kepolisian hanya sebagai memperingan 
saja dengan tindakan hukum baik di 
Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak 
melakukan penahanan atau tindakan 
hukum lain yang mengikat kebebasan 
pelaku atau tersangka. Memang acapkali 
terjadi rekayasa dalam perdamaian 
antara kedua pihak yaitu di Pihak Korban 
dan pihak pelaku dengan cara 
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memaksakan kehendak pelaku kepada 
korban tindak pidana yang tidak 
mendapat pendampingan hukum dari 
Penasihat Hukum ( Advokat) atau pihak 
yang dibenarkan oleh Undang-undang 
untuk dapat melakukan pendampingan 
terhadap korban, kenyataan ini perlu 
juga dipertimbangkan dan diantisipasi 
agar pola Perdamaian tidak dijadikan 
senjata strategi pelaku untuk 
mempercepat berhentinya perkara. Maka 
antisipasinya jika ternyata dapat 
dibuktikan lain tidak sesuai dengan 
keinginan korban, pembatalan perjanjian 
merupakan hak yang harus dikabulkan 
oleh Pengadilan dalam ajuan oleh Pihak 
korban yang merasa ditipu oleh Pelaku. 
Konsepsi mengenai perdamaian 
atau kesepakatan damai menjadi upaya 
penyelesaian perkara sebenarnya telah 
disuarakan oleh  Lamsbrosso tentang 
teori kriminologi aliran klasik dan neo 
klasik. Dimana obyek teori kriminologi 
yang mempelajari  tentang  penjahat, 
kejahatan dan reaksi masyarakat 
mengenai kejahatan telah memaksakan 
adanya suatu penyelesaian masalah 
hukum yang cepat yang berdasarkan 
keadilan bagi korban dan pelaku. Teori 
klasik berpikiran bahwa dengan saling 
memaafkan atau perdamaian dengan 
para pihak yaitu korban dan pelaku telah 
cukup dengan selesainya perkara itu. 
Tentunya dengan era kekinian agar tidak 
berubah niatan dari perdamaian tersebut 
dibuatlah secara tertulis.  
Regulasi – regulasi mengenai 
perdamaian bidang perkara perdata 
diantaranya SEMA tetapi Regulasi 
sebagai penyelesaian dalam perkara 
pidana khususnya belum terlalu 
signifikan. Hal inilah yang perlu diperkuat 
dengan Regulasi. Sebagai gambaran 
bahwa penduduk Dunia yang semakin 
banyak maka tingkat kejahatan yang 
mengikutinya sehingga kapasitas penjara 
yang over load membutuhkan 
penyelesaian damai yang komprehensif 
yaitu perdamaian untuk kepentingan 
korban. Agar untuk menghindari proses 
ketidakadilan (penipuan) atau rekayasa 
pelaku dalam penyelesaian diluar 
peradilan ataupun dalam peradilan. 
Artinya sebelum putusan dijatuhkan 
dalam segala tingkatan peradilan maka 
hendaknya sifat penyelesaian perkara 
dengan perdamaian tetap dikedepankan.  
Jika ada perdamaian maka menjadi 
kewajiban para aparat penegak hukum 
untuk menghentikan proses perkara 
yang telah dilakukan. 
Hukum positif (khusus perkara 
pidana) yang berlaku di Indonesia 
tentang proses perdamaian telah 
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diterapkan secara baik dalam 
pelaksanaan DIVERSI yaitu perkara yang 
melibatkan anak sebagai pelaku. Dengan 
adanya Diversi ( perdamaian) maka 
merupakan kewajiban bagi aparat 
penegak hukum untuk menyelesaikan 
perkara dengan menghentikan proses 
hukum nya dengan finish nya adalah 
adanya produk peradilan berupa putusan 
/ penetapan dari hakim pengadilan 
bahwa perkara pidana telah selesai 
dengan peradilan. 
Sehingga akhir dalam maksud 
dan tujuanmakalahini, penulismelakukan 
kajian tentang bagaimanasebenarnya 
Perjanjian Damai / Kesepakatan Damai 
dalam Penegakkan Hukum Pidana di 
Indonesia dengan studi kasus 
permasalahan pidana di Propinsi 
Bengkulu. Kedepan pola penyelesaian 
perkara pidana dapat diselesaikan 
tuntas tanpa harus melalui putusan 
peradilan pidana (hukum positif) tetapi 
jika antara korban dan pelaku atau 
tersangka terdakwa melakukan 
perdamaian maka selesailah sudah 
permasalahan nya sehingga negara 
tidak boleh melakukan tuntutan lagi 
kepada pihak pelaku/tersangka dan 
terdakwa kepada korbannya. 
Penyelesaian damai (perjanjian 
perdamaian) bukan hanya untuk 
memperingan pemidanaan tetapi lebih 
tegas adalah demi keadilan dan hukum 
maka perjanjian perdamaian dapat 
untuk menuntaskan/memberhentikan 
proses peradilan. Sehingga ada keadilan 
bagi korban juga keadilan bagi pelaku. 
Tetapi tetap diantisipasi adanya 
pemaksaan untuk perdamaian itu sendiri 
dari pihak Pelaku sehingga filosofi 
kesepakatan damai dalam perkara 
pidana dapat diwujudkan. 
 
MEDIASI DALAM PERKARA PIDANA  
Pengertian 
Mediasi penal (penal mediation) 
sering juga disebut dengan berbagai 
istilah, antara lain : “mediation in 
criminal cases” atau ”mediation in penal 
matters” yang dalam istilah Belanda 
disebut strafbemiddeling, dalam  istilah 
Jer-man disebut ”Der Außergerichtliche 
Tataus-gleich” (disingkat  ATA**)) dan 
dalam istilah Perancis disebut ”de 
mediation pénale”. Karena mediasi penal 
terutama memperte-mukan antara 
pelaku tindak pidana dengan korban, 
maka mediasi penal ini sering juga 
**) Di Austria terdiri dari ATA-J 
(Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche) 
untuk anak, dan ATA-E (Außergerichtlicher 
Tatausgleich für Erwachsene) untuk orang 
dewasa. 
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dikenal dengan istilah ”Victim-Offender 
Medi-ation” (VOM), Täter-Opfer-
Ausgleich (TOA), atau Offender-victim 
Arrangement (OVA). 
Mediasi penal merupakan salah 
satu bentuk alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan (yang biasa 
dikenal dengan isti-lah ADR atau 
”Alternative Dispute Reso-lution”; ada 
pula yang menyebutnya “Apro-priate 
Dispute Resolution” 1 ). ADR pada 
umumnya digunakan di lingkungan 
kasus-kasus perdata2, tidak untuk kasus-
kasus pidana. Berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia saat 
ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus 
pidana tidak dapat diselesaikan di luar 
pengadilan, wa-laupun dalam hal-hal 
tertentu, dimungkinkan adanya 
penyelesaian kasus pidana di luar 
pengadilan.  
Pada umumnya penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan hanya ada 
dalam sengketa perdata, namun dalam 
praktek sering juga kasus pidana 
diselesaikan di luar pengadilan melalui 
berbagai diskresi aparat penegak hukum 
atau melalui mekanisme 
1  New York State Dispute Resolution 
Association, Inc., Alternative Dispute Resolution 
in New York State, An Overview, sbr internet. 
2Lihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
musyawarah/perdamaian atau lembaga 
permaafan yang  ada di dalam ma-
syarakat (musyawarah keluarga; musya-
warah desa; musyawarah adat dsb.). 
Praktek penyelesaian perkara pidana di 
luar pengadilan selama ini tidak ada 
landasan hukum formalnya, sehingga 
sering terjadi suatu kasus yang secara 
informal telah ada penyelesaian damai 
(walaupun melalui mekanisme hukum 
adat), namun tetap saja diproses ke 
pengadilan sesuai hukum yang berlaku.  
Dalam perkembangan wacana 
teoritik mau-pun perkembangan 
pembaharuan hukum pidana di berbagai 
negara, ada kecende-rungan kuat untuk 
menggunakan mediasi pidana/penal 
sebagai salah satu alternatif 
penyelesaian masalah di bidang hukum 
pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, 
meningkatnya penggunaan restitusi 
dalam proses pidana menunjukkan, 
bahwa perbe-daan antara hukum pidana 
dan perdata tidak begitu besar dan 
perbedaan itu menjadi tidak berfungsi 3. 
 
3 Detlev Frehsee (Professor of Criminology 
and Criminal Law, University of Bielefeld, 
Germany), “Restitution and Offender-Victim 
Arrangement in German Criminal Law: 
Development and Theoretical Implications”, 
http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm 
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Mediasi pidana yang 
dikembangkan itu bertolak dari ide dan 
prinsip kerja (working principles) sebagai 
berikut :  
a. Penanganan konflik (Conflict 
Handling/ Konfliktbearbeitung): 
Tugas mediator adalah membuat 
para pihak melupakan kerangka 
hukum dan mendorong mereka 
terlibat dalam proses komunikasi. Hal 
ini didasarkan pada ide, bahwa 
kejahatan telah menimbulkan konflik 
interpersonal. Konflik itulah yang 
dituju oleh proses mediasi. 
b. Berorientasi pada proses (Process 
Orientation; Prozessorientierung):  
Mediasi penal lebih berorientasi pada 
kualitas proses daripada hasil, yaitu : 
menyadarkan pelaku tindak pidana 
akan kesalahannya, kebutuhan-
kebutuhan konflik terpecahkan, 
ketenangan korban dari rasa takut 
dan sebagainya.  
(a) Proses informal(Informal 
Proceeding - Informalität):  
Mediasi penal merupakan suatu 
proses yang informal, tidak 
bersifat birokra-tis, menghindari 
prosedur hukum yang ketat. 
(b) Ada partisipasi aktif dan 
otonom para pihak (Active 
and Autonomous Partici-
pation - Parteiautonomie/ 
Subjektivie-rung) 
Para pihak (pelaku dan 
korban) tidak dilihat sebagai 
objek dari prosedur hu-kum 
pidana, tetapi lebih sebagai 
subjek yang mempunyai 
tanggungjawab pribadi dan 
kemampuan untuk berbuat. 
Mereka diharapkan berbuat 
atas kehendaknya sendiri.  
 
Model-model Mediasi Penal 
Dalam “Explanatory memorandum” 
dari Rekomendai Dewan Eropa No. R 
(99) 19 tentang “Mediation in Penal 
Matters”, dikemukakan beberapa model 
mediasi penal  sebagai berikut : 4 
a. "informal mediation"  
b. "Traditional village or tribal moots"  
c. "victim-offender mediation"  
d. ”Reparation negotiation 
programmes"  
e. "Community panels or courts"  
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(a) Model "informal mediation" 
Model ini dilaksanakan oleh 
personil peradilan pidana (criminal 
justice person-nel) dalam tugas 
normalnya, yaitu dapat dilakukan 
oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
dengan mengundang para pihak 
untuk mela-kukan penyelesaian 
informal dengan tujuan, tidak 
melanjutkan penun-tutan apabila 
tercapai kesepakatan; dapat 
dilakukan oleh pekerja sosial atau 
pejabat pengawas (probation officer), 
oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. 
Jenis intervensi informal ini sudah 
biasa dalam seluruh sistem hukum.  
(b) Model "Traditional village or tribal 
moots"  
Menurut model ini, seluruh 
masyarakat bertemu untuk 
memecahkan konflik kejahatan di 
antara warganya.   
- Model ini ada di beberapa negara 
yang kurang maju dan di wilayah 
pedesaan/ pedalaman.   
- Model ini lebih memilih 
keuntungan bagi  masyarakat luas.  
- Model ini mendahului hukum barat 
dan telah memberi inspirasi bagi 
kebanyakan program-program 
mediasi modern. Pro-gram mediasi 
modern sering mencoba 
memperkenalkan berbagai 
keuntungan dari pertemuan suku 
(tribal moots) dalam bentuk yang 
disesuaikan dengan struktur 
masyarakat modern dan hak-hak 
individu yang diakui menurut 
hukum.  
(c) Model "victim-offender mediation"  
- Mediasi antara korban dan pelaku 
meru-pakan model yang paling 
sering ada dalam pikiran orang.   
- Model ini melibatkan berbagai 
pihak yang bertemu dengan 
dihadiri oleh mediator yang 
ditunjuk. Banyak variasi dari model 
ini. Mediatornya dapat berasal dari 
pejabat formal,  mediator 
independen, atau kombi-nasi.  
- Mediasi ini dapat diadakan pada 
setiap tahapan proses, baik pada 
tahap kebijak-sanaan polisi, tahap 
penuntutan, tahap pemidanaan 
atau setelah pemidanaan. 
- Model ini ada yang diterapkan 
untuk semua tipe pelaku tindak 
pidana; ada yang khusus untuk 
anak; ada yang untuk tipe tindak 
pidana tertentu (misal pengutilan, 
perampokan dan tindak 
kekerasan). Ada yang terutama 
ditujukan pada pelaku anak, 
pelaku pemula, namun ada juga 
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untuk delik-delik berat dan bahkan 
untuk recidivist. 
(d) Model ”Reparation negotiation 
programmes"  
- Model ini semata-mata untuk 
menaksir/ menilai kompensasi atau 
perbaikan yang harus dibayar oleh 
pelaku tindak pidana kepada 
korban, biasanya pada saat 
pemeriksaan di pengadilan.   
- Program ini tidak berhubungan 
dengan rekonsiliasi antara para 
pihak, tetapi hanya berkaitan 
dengan perencanaan perbaikan 
materiel.  
- Dalam model  ini, pelaku tindak 
pidana dapat dikenakan program 
kerja agar dapat menyimpan uang 
untuk membayar ganti 
rugi/kompensasi.  
(e) Model "Community panels or courts"  
- Model ini merupakan program 
untuk membelokkan kasus pidana 
dari penun-tutan atau peradilan 
pada prosedur masyarakat yang 
lebih fleksibel dan infor-mal dan 
sering melibatkan unsur mediasi 
atau negosiasi.  
(f) Model "Family and community group 
conferences" 
- Model ini telah dikembangkan di 
Australia dan New Zealand, yang 
melibatkan parti-sipasi masyarakat 
dalam SPP (sistem peradilan 
pidana). Tidak hanya melibatkan 
korban dan pelaku tindak pidana, 
tetapi juga keluarga pelaku dan 
warga masyarakat lainnya, 
pejabat tertentu (seperti polisi dan 
hakim anak) dan para pendukung 
korban.   
- Pelaku dan keluarganya 
diharapkan menghasilkan 
kesepakatan yang kompre-hensif 
dan memuaskan korban serta 
dapat membantu untuk menjaga 
sipelaku keluar dari 
kesusahan/persoalan berikutnya. 
 
Konsepsi Mediasi Penal dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana 
Eksistensi mediasi penal dapat 
dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, 
dan yuridis.Dikaji dari perpektif sosiologis 
aspek ini berorientasi pada masyarakat 
Indonesia yang akarbudayanya 
berorientasi pada nilai budaya 
kekeluargan, mengkedepankan asas 
musyawarahmufakat untuk 
menyelesaikan suatu sengketa dalam 
suatu sistem sosial. Tegasnya, aspekdan 
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dimensi tersebut diselesaikan melalui 
dimensi kearifan lokal hukum adat. 
Melaluisejarah hukum dapat diketahui 
bahwa hukum yang mula pertama 
berlaku dan merupakanpencerminan 
kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah 
kearifan lokal hukum adat. Aspek 
dandimensi ini identik dengan theorie 
receptie dari Snouck Hurgronje. Untuk 
jangka masa yangcukup lama hukum 
adat sebagai suatu norma hukum, 
bersama -sama dengan norma-
normasosial lainnya dan norma agama 
Hindu, memainkan peranannya berfungsi 
sebagai alatpengendalian sosial (H.R. 
Otje Salman, 2007: 21). 
Konsekuensi logis sebagai alat 
pengendalian sosial maka kearifan lokal 
hukum adatlahir, tumbuh, dan 
berkembang dalam suatu sistem sosial 
yang merupakan suatu sistem interaksi, 
jadi suatu tindakan manusia, yang 
melibatkan sejumlah individu. Sistem 
tindakan manusia itu, sebagai suatu 
sistem, tersusun atas jumlah bagian, 
yang disebut subsistem, yang saling 
berkaitan, dan saling mendukung. Tiap 
bagian atau sub sistem mempunyai 
fungsi tertentu terhadap sistem yang 
meliputinya. Talcott Parsonsmenyebut 
ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, 
yaitu (Doyle P. Johson, 1985: 128-144): 
a. Fungsi adaptasi (Adaptation), 
Yaitu penyesuaian diri terhadap 
situasi dan lingkungan. Fungsi ini 
menunjuk pada keharusan bagi 
sistem-sistem sosial untuk 
menghadapi lingkungannya; 
b. Fungsi pencapaian tujuan 
(Goalattainment),  
Yang merupakan pencapaian sasaran 
atau tujuan. Parsons beranggapan 
bahwa suatu tindakan diarahkan 
pada tujuannya. Namun perhatian 
yang diutamakan disini bukanlah 
tujuan pribadi individu, melainkan 
tujuan bersama para anggota dalam 
suatu sistem sosial; 
c. Fungsi  integrasi  (Integration) 
Adalahmemadukanataumengakomod
asikan pelbagai faktor yang terkait 
pada pencapaian tujuan. Yang terdiri 
atas penjaminan koordinasi yang 
perlu antara unit-unit dari sistem 
sosial berkaitan dengan kontribusi 
tiap unit pada organisasi dan 
berfungsinya secara keseluruhan; 
d. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi 
(patterns maintence atau latency)  
Yaitu melestarikan pola-pola yang 
sudah terbentuk berdasarkan nilai-
nilai.  
Kearifan lokal hukum adat sebagai 
suatu model sosial dari Talcott Parsons 
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titik beratnyapada fungsi integrasi. H.R. 
Otje Salman lebih lanjut menyebutkan 
hukumdiarahkan untuk 
mengakomodasikan keseluruhan sistem 
sosial kemasyarakatan. Fungsi ini 
meliputi sistem kaidah (sistem norma) 
yang bertugas untuk mengoreksi 
perilaku menyimpang dari kaidah-kaidah 
bersangkutan. Jadi kaedah-kaedah itu 
dalam integrasi sosial menuntut perilaku 
tertentu yang mewujudkan peranan-
peranan tertentu. Dengan demikian, 
kaidah-kaidah ini merupakan kerangka 
orientasi perilaku manusia (anggota 
sistem kemasyarakatan). 
Kearifan lokal hukum adat, 
menurut pandangan Soepomo diartikan 
sebagai “suatu hukum yang hidup, 
karena ia menjelmakan perasaan hukum 
yang nyata dari rakyat, sertahukum adat 
bersifat dinamis dan akan tumbuh serta 
berkembang sejalan dengan 
perkembangan masyarakatnya”. Temuan 
Soepomo tersebut bertitik tolak dari 
konsepsi pemikiran Friedrich Carl von 
Savigny dengan madzab sejarah dan 
kebudayaan dari van Vollenhoven. Oleh 
sebab itu, hukum adat bersifat dinamis 
dan akan tumbuh serta berkembang 
sejalan dengan perkembangan 
masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich 
Carl von Savigny, hal tersebut disebut 
Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeist 
berbeda-beda menurut tempat dan 
zaman yang dinyatakan dalam bahasa 
adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat. 
(L.B. Curzon, 1979: 155-156). Hampir 
identik dengan pendapat tersebut maka 
penggagas sosiologi hukum (sosiologyof 
law) Eugene Ehrlich mengatakan bahwa, 
“The centre of gravity of legal 
development lies not ini legislation nor in 
juristic science, nor in judicial decision, 
but in society it self”. Eugene Ehrlich 
mengganti term voksgeist Savigny 
dengan term yang khususdan lebih 
rasional yaitu fakta-fakta hukum 
(Rechtstaatsachen/ fact of law) dan 
hukumyang hidup di dalam masyaraat 
(living law ofthe people). (Eugene 
Ehrlich, 1936: 21). 
Dimensi kearifan lokal hukum adat 
yang berlandaskan alam pikiran kosmis, 
magis dan religius ini berkorelasi aspek 
sosiologis dari cara pandang dan budaya 
masyarakat Indonesia. Dalam praktek 
sosial masyarakat Indonesia, lembaga 
mediasi penal sudah lama dikenal dan 
telah menjadi tradisi antara lain pada 
Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, 
Sumatera Barat dan hukum adat 
Lampung. 
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Selain itu, sebagai perbandingan 
maka mediasi penal di tingkat 
internasional telah lama dikenal. Dalam 
beberapa konferensi misalnya Konggres 
PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang 
berkorelasi dengan manajemen peradilan 
pidana (dokumen A/ CONF 169/6) 
disebutkan perlunya semua negara 
mempertimbangkan “privatizing somelaw 
enforcement and justice functions” dan 
“alternative dispute resolution/ADR) 
berupamediasi, konsiliasi, restitusi dan 
kompensasi dalam sistem peradilan 
pidana. Kemudian dalam Konferensi 
Internasional Pembaharuan Hukum 
Pidana (International Penal Reform 
Conference) tahun 1999 dikemukakan 
bahwasalah satu unsur kunci dari agenda 
barupembaharuan hukum pidana (the 
key elementsof a new agenda for penal 
reform) adalah perlunya memperkaya 
sistem peradilan formal dengan sistem 
atau mekanisme informal dengan 
standar-standar hak asasi manusia (the 
need to enrich the formal judicial system 
with informal, locally based, dispute 
resolution mechanisms which meet 
human rights standards) yang 
mengindentifikasikan sembilan strategi 
pengembangan dalam melakukan 
pembaharuan hukum pidana melalui 
pengembangan restorative 
justice,alternative dispute resolution, 
informal justice, alternatives to custody, 
alternative ways of dealing with 
juveniles, dealing with violent crime, 
reducing the prison population, the 
proper management of prisons dan the 
role of civil in penal reform. Begitu 
puladalam Konggres PBB ke-10 tahun 
2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), 
antara lain dikemukakan bahwa untuk 
memberikan perlindungan kepada 
korban kejahatan, hendaknya 
diintrodusir mekanisme mediasi dan 
peradilan restorative (restorative justice). 
Kemudian, sebagai tindak lanjut 
pertemuan internasional tersebut 
mendorong munculnya dokumen 
internasional yang berkorelasi dengan 
peradilan restoratif dan mediasi dalam 
perkara pidana berupa the 
Recommendation ofthe Council of Eure 
1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in 
Penal Mattres”, berikutnya the EU 
Framework Decision 2001 tentang “the 
Stannding of Victim in Criminal 
Proceedings” dan The UN Principles 
2002(Resolusi Ecosoc 2002/12) tentang 
“BasicPrinciples on the Use Restorative 
Justice Programmes in Criminal 
Matters”.Kemudian, mediasi penal ini 
juga dikenal dalam beberapa Undang-
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Undang pada Negara Austria, Jerman, 
Belgia, Perancis dan Polandia. 
Dari pelbagai ketentuan 
dipelbagai negara dapat disebutkan 
mediasi penal dimungkinkan dalam 
perkara pidana dan diberikan kerangka 
hukum (mediation withinthe framework 
of criminal law). Tony 
Petersmengemukakan gambaran 
pengaturan atau “legal framework” 
dibeberapa negara Eropasebagai berikut 
(Barda Nawawi Arief, 2008: 39).5 
a. Ditempatkan sebagai bagian dari UU 
Peradilan Anak (the JuvenileJustice 
Act), yaitu di Austria,Jerman, 
Finlandia, dan Polandia. 
b. Ditempatkan dalam KUHAP (theCode 
of Criminal Procedure), yaitudi 
Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, 
dan Polandia. 
c. Ditempatkan dalam KUHP (theCriminal 
Code), yaiu di Finlandia,Jerman, dan 
Polandia. 
d. Diatur tersendiri secara otonom dalam 
UU Mediasi (the MediationAct), seperti 
di Norwegia, yangdiberlakukan untuk 
anak- anak maupun orang dewasa. 
 
5 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal 
Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka 
Magister, Semarang, hlm 39. 
Implementasimediasi Penal dalam 
Penegakan Hukum Pidana di 
Indonesia 
Landasan yuridis implementasi 
Mediasi Penal sebagai perwujudan 
Restorative Justice bagi polisi dalam 
tahap penyidikan ialah Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 
18 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l 
yang mengatur mengenai kewenangan 
polisi untuk bertindak menurut 
penilaiannya sendiri atau biasa disebut 
dengan diskresi, Perkap Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pedoman Dasar Strategi 
dan Implementasi Pemolisian Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 
Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa 
salah satu bentuk kegiatan dalam 
implementasi Polmas adalah 
implementasi konsep ADR (pola 
penyelesaian masalah sosial melalui jalur 
alternatif yang lebih efektif berupa upaya 
menetralisir masalah selain melalui 
proses hukum atau non litigasi) misalnya 
melalui upaya perdamaian, dan Surat 
Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS 
tanggal 14 Desember 2009 tentang 
Penanganan Kasus Melalui Alternative 
Dispute Resolution (ADR) yang 
ditindaklanjuti dengan surat telegram 
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No.STR/583/VII/2012 tanggal 8 Agustus 
2012 yang menjelaskan mengenai 
rambu-rambu hukum implementasi 
Restorative Justice oleh penyidik di 
jajaran reskrim. 
Saat ini belum ada aturan yang 
jelas dan tegas mengenai Mediasi Penal 
dalam lingkungan kejaksaan dan 
lingkungan kehakiman. Di lingkungan 
kejaksaan, Mediasi Penal sejatinya dapat 
saja dilakukan dengan berdasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
Pasal 35 huruf c tentang deponeering 
dan Pasal 8 ayat (4), serta Surat Edaran 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 
Desember 2011 tentang Pedoman 
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana 
Umum. Di lingkungan kehakiman, hakim 
dapat saja menerapkan Mediasi Penal 
sebagai alternatif penyelesaian perkara 
pidana dengan mengacu pada Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) 
yang menyebutkan bahwa hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat, dan yurisprudensi 
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara Nomor: 46/Pid/UT/781/WAN 
tanggal 17 Juni 1978. Bismar Siregar 
sebagai Hakim Ketua Sidang dalam 
putusan tersebut mempertimbangkan 
adanya penyelesaian secara 
“perdamaian” maka perbuatan diantara 
para pihak tidak lagi merupakan suatu 
kejahatan atau pelanggaran yang dapat 
dihukum lagi, dan oleh karenanya 
melepaskan tertuduh dari segala 
tuntutan hukum.6 
Pada tingkat penyidikan di 
kepolisian, ada beberapa pertimbangan 
yang dilakukan dalam penyelesaian 
kasus melalui mediasi perkara pidana : 
1. Dilihat dari sisi pelakunya, seperti 
latar belakang pelaku melakukan 
tindak pidana (tujuan pelaku 
melakukan tindak pidana, kondisi 
sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru 
pertama kali melakukan tindak 
pidana), pelaku mengakui tindak 
pidana yang dilakukan dan berjanji 
tidak akan mengulang perbuatannya, 
pelaku masih dapat dibina, pelaku 
bersedia mengganti kerugian kepada 
korban sebagai pemulihan rasa 




Lesmana, Mediasi Penal Dalam Wacana 
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
hlm. 5, diakses 23 Januari 2018. Pukul 10.15 
WIB. 
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pelaku/keluarga pelaku bersedia 
minta maaf kepada korban/keluarga 
korban. 
2. dari sisi korbannya, seperti kesediaan 
para pihak khususnya korban untuk 
melakukan penyelesaian secara 
musyawarah dan bebas dari tekanan, 
dan kesanggupan korban untuk dapat 
memaafkan dan menerima perbuatan 
pelaku. 
3. Dilihat dari sisi kasusnya. Kasus-
kasus yang diselesaikan bukan 
merupakan kasus yang menonjol 
atau menjadi perhatian masyarakat 
sehingga tidak akan timbul gejolak 
dalam masyarakat, misalnya kasus 
perkosaan, perampokan, 
pembunuhan dan lainnya. 
Belum ada praktik Mediasi Penal 
yang dilakukan oleh jaksa pada pada 
tahap penuntutan. Selama ini hasil 
kesepakatan mediasi atau perdamaian 
antara pelaku dan korban tindak pidana 
hanya menjadi pertimbangan Jaksa 
Penuntut Umum dalam melakukan 
penuntutan dengan berpedoman pada 
Surat Edaran Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 
tanggal 29 Desember 2011 tentang 
Pedoman Tuntutan Pidana Perkara 
Tindak Pidana Umum. Adanya 
kesepakatan perdamaian antara pelaku 
dan korban tindak pidana hanya sebagai 
salah satu faktor untuk meringankan 
tuntutan atau menuntut pidana 
percobaan/bersyarat oleh Jaksa Penuntut 
Umum. 
Di tahap persidangan juga belum 
ada praktik Mediasi Penal yang 
dilakukan oleh hakim. Hal-hal yang 
menyangkut kesepakatan perdamaian 
para pelaku dan korban tindak pidana 
baik di dalam persidangan maupun di 
luar persidangan hanya menjadi 
pertimbangan hakim untuk menentukan 
berat ringannya putusan pidana yang 
dijatuhkan. Pertimbangan hakim 
terhadap hasil kesepakatan perdamaian 
antara pelaku dan korban tindak pidana 
didasari oleh kewajibannya yang tersirat 
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 24 
Undang-Undang Dasar 1945 diatur 
bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan 
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guna menegakkan hukum dan keadilan, 
maka dari itu tentang berat ringannya 
hukuman diserahkan kepada masing-
masing hakim untuk menggali keadilan 




Implementasi kesepakatan damai 
penting eksistensinya dalam 
menyelesaikan perkara di luar 
pengadilan. Substansi mediasi penal 
lahir, tumbuh, berkembang dan digali 
dari bumi Indonesia lewat kearifan lokal 
hukum adat (local wisdom) dan nilai-nilai 
Pancasila. Di Indonesia, dalam perspektif 
nasional mediasi penal diatur secara 
terbatas dan parsial dalam Peraturan dan 
Surat Kapolri serta Peraturan Menteri. 
Dari perspektif praktik, mediasi penal 
dilakukan lewat diskresi aparat penegak 
hukum, peradilan adat, yurisprudensi 
Mahkamah Agung dan putusan 
Pengadilan Negeri. Apabila Undang-
Undang Mediasi Penal tidak dapat 
diwujudkan maka mengakibatkan 
penumpukan perkara terjadi di 
pengadilan sehingga secara ekonomis 
pengeluaran keuangan negara dan 
perekonomian negara meningkat. 
Kemudian, proses penanganan perkara 
menjadi lebih panjang dan rumit, 
peradilan pidana lebih bersifat retributif 
dan bukan restoratif sehingga lembaga 
pemasyarakatan menjadi overload, 
masyarakat Indonesia bersifat 
individualistis ketimbang kekeluargaan 
dan mengkedepankan musyawarah 
mufakat. 
Dimensi belum membudayanya 
penyelesaian perkara melalui kearifan 
lokal dengan mediasi penal karena 
pemahaman masyarakat di Indonesia 
mengidentikkan penyelesaian 
permasalahan hukum lewat aparat 
penegak hukum sehingga bersifat legal 
positivistik. Penyelesaian perkara oleh 
masyarakat ditempuh melalui sistem 
peradilan pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Hakikat 
penyelesaian perkara dalam konteks ini 
diharapkan memberikan kepuasan 
terhadap salah satu pihak yang 
berperkara atau juga memberi efek jera 
(detterent effeck) pada pelaku 
kejahatan, akan tetapi faktanya banyak 
menimbulkan problematika 
ketidakadilan. Penyelesaian perkara 
melalui sistem peradilan pidana yang 
berujung pada vonis pengadilan 
merupakan suatu penegakan hukum ke 
arah jalur lambat. Hal tersebut 
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dikarenakan penegakan hukum melalui 
jarak tempuh yang panjang. Bentuk 
penyelesaian dilakukan jalan 
musyawarah melalui mediasi penal 
antara pihak pelaku dan korban akan 
menciptakan keseimbangan dan 
harmonisasi sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Prinsip win-win solution harus 
diutamakan demi tercapainya 
kesepakatan menyelesaikan perkara. 
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